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Abstrak

Tujuan penelitian tentang pertanggungjawaban perdata perusahaan penerbangan
sipil terhadap keterlambatan dan pembatalan jadwal penerbangan kepada
penumpang adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban perusahaan
penerbangan terhadap penumpang atas keterlambatan (delay) dan pembatalan
jadwal keberangkatan pesawat udara, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan penerbangan berdasarkan
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Melalui metode
penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan analisis.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan penerbangan
atas keterlambatan jadwal keberangkatan, sampai batas tertentu merupakan
kondisi yang diterima oleh banyak penumpang pesawat sebagai konsumen jasa
penerbangan pesawat sipil berjadwal, sedangkan pertanggungjawaban perusahaan
penerbangan atas pembatalan jadwal keberangkatan penumpang secara hukum
tidaklah ditunaikan oleh perusahaan penerbangan, sehingga perusahaan
penerbangan harus memberikan ganti rugi kepada penumpang yang dibatalkan
jadwal pemberangkatannya. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa faktor-
faktor yang menyebabkan dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan penerbangan
sipil adalah 1) perusahaan penerbangan sebagai suatu korporasi dapat dijatunkan sanksi
pidana bila melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan/atau pidana
denda sebagaimana diatur dalam Pasal 401 sampai Pasal 443 Undang Undang
Penerbangan, 2) sanksi dalam bentuk ganti kerugian dari perusahaan penerbangan kepada
penumpang yang mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh bukan faktor cuaca dan
bukan faktor tehnis operasional penerbangan dan keterlambatan tersebut melebihi dari
empat jam sesuai dengan jadwal yang tertera pada tiket yang dimiliki penumpang, 3)
pembatalan pemberangkatan penumpang yang telah memiliki tiket karena alasan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan penerbangan, memungkinkan
perusahaan penerbangan untuk memperoleh sanksi perdata karena melakukan
wanprestasi.
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Abstract

The purpose of research on civil liability civil aviation company to delays and
flight cancellations to passengers is to determine liability carrier to passengers for
the delay (delay) and the cancellation of the scheduled departure time of the
aircraft, as well as to determine the factors that led to the imposition of sanctions
to airlines by Law No. 1 of 2009 on Aviation. Through the normative-legal
research methods, using secondary data consisting of primary legal materials and
secondary legal materials analysis. The analysis showed that the corporate
responsibility for the delay scheduled flight departure, to a certain extent is a
condition that is accepted by many passengers as consumers penel2rbangan
civilian aircraft scheduled services, while responsibility for the cancellation of
scheduled airline passenger departure legally are not redeemable by the airlines,
so the company flights must provide compensation to passengers who canceled
pemberangkatannya schedule. Results of other studies indicate that the factors that
led to the imposition of sanctions on civil aviation company are 1) the airlines as a
corporation can be imposed criminal sanctions if the criminal offense with
imprisonment and / or criminal penalties as provided for in Article 401 to Article
443 of Law Aviation Act 2) sanctions in the form of compensation from the
airlines to passengers who experience delays caused by weather was not a factor
and not the flight operations and technical factors such delay exceeds four hours
in accordance with the schedule indicated on the ticket owned passenger 3)
cancellation of departure passengers who already have a ticket for reasons that can
not be accounted for by the airlines, enabling the airline to obtain civil penalties
for committing a breach of contract.
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